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Mengingat 

PERATURAN 
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

NOMOR Q 1 1 TAHUN 2022 

TENT ANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 

a . bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki otonomi dalam pengelolaan 
di bidang akademik dan nonakademik; 

b. bahwa untuk menyajikan informasi akuntansi secara sistematis , 
akurat, handal , dan akuntabel , baik sebagai alat pengambil 
keputusan manajemen maupun pertanggungiawaban, perlu 
melaksanakan pembukuan dengan pendekatan double entry 
yang berbasis akrual berdasarkan kebijakan akuntansi sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor 
tentang Kebijakan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5336) ; 

2 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165) ; 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5500); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta 
Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5509) ; 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk 
dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699 ); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk 
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 6461); 
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang 

Bagan Akun Standar; 
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 894); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang 
Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 
Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2073); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang 
Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 
Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1816); 

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.06/2016 tentang 
Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan 
Hukum Universitas Pendidikan Indonesia Per I Januari 2015; 

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
PER55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan 
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 

13 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk 
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6461); 

14 . Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia; 

15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang 
Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-
2025; 

16 . Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/ 
KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universilas Pendidikan 
Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan 
Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa 
Bakti 2020-2025; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN 
INDONESIA. 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Kebijakan 
Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. 
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Pasal 2 

(1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman untuk 
digunakan dalam penyelenggaraan akuntansi di lingkungan Universitas Pendidikan 
Indonesia. 

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk buku yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini . 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Rektor m1 mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 
2981 / UN40/ HK/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia dan / 
atau ketentuan lainnya yang mengatur Kebijakan Akuntansi di Universitas Pendidikan 
Indonesia yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 4 

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 2 9 MAR 20// 


